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BUPATI PANGANDARAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN 

NOMOR  25  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PEMANFATAN DANA KAPITASI 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN  

TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN PANGANDARAN  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Menimbang    

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

a. bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di 

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 telah diatur dan 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 

Tahun 2018; 

b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian muatan materi, 

maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a 

perlu diubah dan disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2019. 

 

Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5257); 

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 193); 

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 
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15. Peraturan Presiden Nomor  32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang 

Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam 

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1676); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang 

Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk 

Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

761); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2018 Nomor 6);   
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 15); 

25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten 

Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 

2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta 

Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran 

Tahun 2018 Nomor 58); 

26. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran 

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 49 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 19); 

27. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 77 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten 

Pangandaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Pangandaran Tahun 2019 Nomor 77);. 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DAN 

PEMANFATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 

PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN 

PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 

2019, diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 9 
 

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP mencatat dan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban setiap penggunaan dana kapitasi JKN kepada Kepala FKTP. 
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(2) Kepala FKTP menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan dengan melampirkan 

surat pernyataan tanggungjawab setiap bulan. 

(3) Bendahara JKN melakukan verifikasi dan rekonsiliasi setiap bulan kepada Dinas 

Kesehatan. 

(4) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SP3B FKTP setiap bulan kepada PPKD. 

 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 14 

 

(1) Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk FKTP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilakukan untuk pembayaran jasa 

pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang 

melaksanakan pelayanan di FKTP. 

(2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 

dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketetuan 

perundang-undangan.  

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga 

non kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

mempertimbangkan variabel : 

a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan 

b. kehadiran; 

(4) Variabel jenis ketenagaan bagi PNS dan PTT, dinilai sebagai berikut : 

a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh); 

b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 

(seratus); 

c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh), 

d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh); 

e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan 

diberi nilai 50 (lima puluh);dan 

f. tenaga dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); 

g. seluruh jenis ketenagaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja, diberi nilai  sebagai berikut : 

a) tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh); 

b) tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (ners), diberi nilai 50 

(lima puluh); 

c) tenaga apoteker yang mempunyai SIPA Puskesmas diberi tambahan 

nilai 10 (sepuluh); 

d) tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 30 (tiga puluh), 

e) tenaga kesehatan D3, diberi nilai 20 (dua puluh); 

f) tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga 

kesehatan diberi nilai 15 (lima belas);dan 

g) tenaga dibawah D3, diberi nilai 10 (sepuluh); 
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(5) Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut : 

a. bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Ijazah terakhir; 

b. bagi Pegawai Tidak Tetap mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan 

Ijazah terakhir; 

c. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah pegawai yang memiliki 

legalitas dari pemerintah daerah. 

d. bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktik 

(SIP) dari pejabat yang berwenang; 

e. bagi tenaga kesehatan lainnya diluar huruf a sampai c diatur oleh 

Pimpinan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 

(6) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas 

administratif, diberi nilai sebagai berikut : 

a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai 

kepala FKTP;  

b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas 

sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan  

c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas 

sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan 

keuangan  

(7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai 

penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 

(sepuluh) untuk setiap program atau yang setara. 

(8) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan tambahan nilai 

dengan perhitungan sebagai berikut ::  

a. sampai dengan 5 (lima) tahun diberi nilai 5 (lima); 

b. 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 

10 (sepuluh); 

c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan 

nilai 15 (lima belas);  

d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi 

tambahan nilai 20 (dua puluh);  

e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, 

diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan  

f. lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh 

lima).  

(9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai  

sebagai berikut:  

a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan  

b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi apabila 

di akumulasikan berjumlah 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.  

(10) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat 

yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8). 
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(11) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan 

dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-

masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (11) sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  

(13) Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai ketentuan 

perundang-undangan tentang perpajakan. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

 

 

 

 

 Ditetapkan di Parigi 

pada tanggal 11 Juni 2019 

 

BUPATI PANGANDARAN, 

 

Ttd/cap 

 

 

H. JEJE WIRADINATA 

Diundangkan di Parigi 

pada tanggal 11 Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PANGANDARAN, 

 

Ttd/cap 

 

H.KUSDIANA 

BERITA DAERAH KABUPATEN 

PANGANDARAN 

TAHUN 2019 NOMOR 25 

 

 

 

 
 


